B
BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan
pelaksanaan program pembangunan daerah dengan
berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang
jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja
perangkat daerah;

b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah
terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu
dilakukannya penyesuaian pada perencanaan program dan
kegiatan dengan dinamika serta kebutuhan aktual yang
terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan,
sehingga kegiatan dan sub kegiatan rencana kerja perangkat
daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 perlu dilakukan
penyesuaian,;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan
rencana kerja perangkat daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;



Mengingat

Menetapkan :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.

s

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Semarang.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perubahan Renja PD adalah perubahan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan
anggaran Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 3

Perubahan Renja PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

evaluasi Renja sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2025;
rencana kerja pendanaan Perangkat Daerah; dan

penutup.
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Pasal 4

Dokumen Perubahan Renja PD tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA
Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH T
KABUPATEN SEMARANG, 570
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DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR




